BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasi penelitian dan pembahasan, maka

penulis dapat memberikan simpulan sebagai berikut :

1.

Tanggung jawab administratif Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana tidak serta-merta
mengakibatkan pemberhentian tetap sebagai ASN. Berdasarkan hasil
penelitian, oknum ASN dalam kasus penganiayaan terhadap operator
SPBU di Kecamatan Parengan tetap diproses melalui mekanisme
hukum pidana hingga memperoleh putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap. Selama proses tersebut, yang bersangkutan
dikenai pemberhentian sementara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Setelah adanya putusan pengadilan, instansi yang
berwenang wajib menindaklanjuti dengan pemeriksaan administratif
untuk menentukan bentuk sanksi disiplin sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil. Dengan demikian, pertanggungjawaban ASN dalam
perkara ini bersifat ganda, yaitu pertanggungjawaban pidana sebagai
warga negara dan pertanggungjawaban administratif sebagai aparatur

negara yang wajib menjaga integritas, etika, dan disiplin dalam
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menjalankan tugas serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap
institusi pemerintah.

2. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme penegakan disiplin terhadap
ASN dalam kasus penganiayaan operator SPBU di Kecamatan Parengan
Kabupaten Tuban dilaksanakan melalui tahapan administrasi
kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil
penelitian, mekanisme tersebut diawali dengan adanya laporan atau
informasi mengenai dugaan tindak pidana, dilanjutkan dengan proses
penyelidikan, penyidikan, persidangan, hingga adanya putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, instansi
pemerintah melalui Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan
pemeriksaan administratif untuk menentukan jenis hukuman disiplin
berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Penjatuhan sanksi
disiplin harus mempertimbangkan hasil putusan pidana, ketentuan
peraturan perundang-undangan, serta asas kepastian hukum, keadilan,
dan profesionalitas ASN. Dengan diterapkannya mekanisme tersebut
secara konsisten, diharapkan dapat memberikan efek jera, menjaga
wibawa institusi pemerintahan, serta meningkatkan disiplin dan

integritas ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan
beberapa saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan BKPSDM Kabupaten Tuban dan Pejabat Pembina
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Kepegawaian  hendaknya  melaksanakan  pertanggungjawaban
administratif terhadap ASN yang terlibat tindak pidana secara konsisten
sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, sehingga
tidak terjadi keterlambatan maupun ketidaksesuaian dalam penerapan
sanksi administratif. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan yang lebih
optimal terhadap pelaksanaan ketentuan tersebut agar tercipta kepastian
hukum dan profesionalisme ASN.

. Instansi pemerintah perlu meningkatkan efektivitas mekanisme
penegakan disiplin melalui koordinasi yang lebih baik dengan aparat
penegak hukum, sehingga setiap putusan pidana terhadap ASN dapat
segera ditindaklanjuti melalui proses administrasi kepegawaian secara
objektif, transparan, dan akuntabel. Di samping itu, pembinaan
mengenai etika profesi, nilai dasar ASN, serta disiplin pegawai perlu
dilakukan secara berkelanjutan sebagai langkah preventif untuk

mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa yang akan datang.
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